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SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB

KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua.

Jadwal kita pukul 08.00 WIB. i dinding itu masih kurang 1 menit,
pukul 07.59 WIB.

Ibu, Bapak, yang kami hormati. Untuk hari ini, perkara yang akan
kita periksa ada 7. Pertama, Perkara Nomor 50 ... Perkara Nomor 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa, Perkara
Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya,
Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasional
Demokrat ... ini Nasdem, ya? Ya, betul, ya? Kemarin ada yang protes.
Sudah betul? Enggak hadir? Belum hadir, ya?

Kemudian, Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Partai Berkarya, Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Partai Persatuan Pembangunan, Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat, dan Perkara Nomor 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Garuda.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk pertama, Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Silakan, memperkenalkan diri! Siapa yang hadir pada
sidang ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Nama saya Indra Bayu dari PKB. Yang pertama, kami Kuasa dari
Dr. Muhaimin Iskandar dan Hanif Dhakiri untuk Kuasa Emanuel Rahail.
KETUA: ASWANTO

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Untuk selanjutnya, kewenangan (...)



10.

11.

12.

KETUA: ASWANTO

Enggak. Perkara ... perkenalan dulu, Pak. Jangan buru-buru
membacakan Permohonannya, perkenalan dulu. Sendiri saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Nama ... nama saya Indra Bayu.
KETUA: ASWANTO
Bapak sendiri saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Sendiri, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Yang hadir saya sendiri sebagai Kuasa Hukum dan
prinsipal tidak hadir pada saat ini. Jumlah Kuasa Hukum berjumlah 16,
cuma yang hadir 1 orang. Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019? Belum hadir, ya?

Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Belum
hadir juga?

Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kami dari Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan, dengan
saya sendiri Bagus Setiawan, dan rekan saya M. Ardi, S.H.I., dan Bapak
Advokat juga Andi Syamsul Bahri.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik. Perkara Nomor 109-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Eh,
Nomor 100 ... tadi ... 109-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah, ya?
Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Saya mewakili Partai Hati Nurani Rakyat. Kita hari ini sidang hadir
berdua. Saya Muhamad Ridwan Ristomoyo dengan rekan kita Jayen
Suwarsiatna.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik. Perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?
Belum hadir juga, ya? Baik. Yang baru hadir perkara nomor berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Izin, Yang Mulia. Mohon maaf telat. Dari Partai Garuda, Yang
Mulia.

KETUA: ASWANTO
Partai (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Garuda, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Garuda, ya?



20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Ya. Benar, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Yang Perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Silakan, perkenalkan diri!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Perkenalkan, nama saya Saleh Kabakoran didampingi 2 rekan
Rusdi Sanmas sama Akbar Budi Setiawan, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Lagi (...)
KETUA: ASWANTO
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Di luar. Terima kasih, Yang Mulia.



29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

KETUA: ASWANTO

Untuk Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
belum hadir, ya? Belum hadir? Oh, hadir? Ini Nasdem, kan? Partai
Nasdem, ya? Tolong nanti diubah semua, ya. Bukan Partai Nasional
Demokrat, tapi Nasdem, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Singakatannya Nasional Demokrat, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Oh. Kemarin soalnya kita singkat begitu. Pak ... ini ... Taufik Basari
protes. Nasdem, silakan, perkenalkan diri! Siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Selamat pagi. Nama Reza Muhammad Noor dari Partai Nasdem.
KETUA: ASWANTO
Baik. Yang baru datang? Partai ... kuasa untuk partai apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Izin, Yang Mulia. Masih dari Partai Garuda. Kita bertiga, Yang
Mulia.

KETUA: ASWANTO
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Terima kasih.
KETUA: ASWANTO

Baik. Ya, berarti Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya belum ada ... belum ada, ya? Ya, baik.



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Selanjutnya, Pihak Termohon, KPU. Silakan, perkenalkan siapa
yang hadir pada sidang ini!

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO
Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenannya.

Kami dari KPU, yang hadir hari ini, saya Muhammad Rudjito. Di
sebelah kiri saya, Bapak Bagas Irawan Putra. Untuk yang lain, silakan pe

(...)
KETUA: ASWANTO
Ada berapa kantor hari ini?
KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD
Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ASWANTO
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD
Perkenalkan, nama saya Idris Sopian Ahmad dari Kantor Hukum
Nurhadi Sigit. Saya mewakili Termohon dalam Perkara Nomor 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem
dan Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 vyang
dimohonkan oleh (...)
KETUA: ASWANTO
PPP?
KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD
Partai Persatuan Pembangunan.
KETUA: ASWANTO
Baik. Dari kantor yang lain?

KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD JAZULI

Saya (...)



47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

KETUA: ASWANTO

Atau satu kantor?
KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD JAZULI

Dari kantor yang berbeda ini.
KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!
KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD JAZULI

Oke.
KETUA: ASWANTO

Kalau dari kantor yang sama, diwakili 1 orang saja.
KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD JAZULI

Oke. Saya Ahmad Jazuli dari Hicon Law Office, khusus untuk
Perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara
Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PKB.
KETUA: ASWANTO

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD JAZULI

Saya di ... bersama dengan satu rekan lagi, Hasan di belakang.
KETUA: ASWANTO

Baik. Dari kantor hukum yang lain, silakan!
KUASA HUKUM TERMOHON: IBNU SINA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya
Ibnu Sina, mewakili Termohon KPU RI untuk Provinsi Maluku, Hanura,

Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bersama rekan
saya Fitri Aprilia Rasyid.



57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

KETUA: ASWANTO
Baik, terima kasih. Masih ada dari kantor hukum yang lain?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Kami tambahkan, Yang Mulia. Kami dari Termohon untuk Perkara
Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar).

KETUA: ASWANTO
Baik, terima kasih.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Dan Berkarya Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Terima kasih.

KETUA: ASWANTO
Partai Berkarya belum hadir, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO
Betul, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Selanjutnya, Bawaslu, Pak Afif. Nanti kita lupa lagi kalau loncat ke
Pihak Terkait. Silakan!

BAWASLU: MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Didahulukan. Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Kami dari Bawaslu, yang hadir saya Mochammad Afifuddin, Komisioner
Bawaslu. Kemudian sebelah kanan saya, Ketua Bawaslu Maluku, Pak
Abdullah Ali. Kemudian sebelah kiri saya, Anggota Bawaslu Maluku, Pak
Subair Petta Lolo. Di belakang ada Pak Thomas Wakanno, Anggota
Bawaslu Maluku, dan juga Tim Hukum Bawaslu RI Adelia.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang menjadi Pihak Terkait
disebutkan Pihak Terkait untuk perkara nomor berapa?



66.

67.

68.

69.

70.

71.

72,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 190-05-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Perkara Nomor 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kami mewakili Partai Hanura sebagai
Pihak Terkait, yang hadir saya sendiri sebagai Kuasa, Charles Litaay.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO
Baik. Sudah ada surat Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 190-05-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Sudah, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Baik, selanjutnya!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DODI L. K. SOSELISA

Yang berikut, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohon Partai Golkar. Kami dari Partai
Keadilan Sejahtera. Surat Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait
sudah kami masukkan.

KETUA: ASWANTO
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Yang hadir pada hari ini tiga orang. Saya Dudi Usman Sahupala.
Di depan saya, Malik Raudhi Tuasamu, S.H. Dan di belakang, Pak Tulus
Wahyuono.

Terima kasih, Yang Mulia.



73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

KETUA: ASWANTO
Baik. Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait sudah masuk?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Sudah masuk 2 hari yang lalu, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Yang Anda masukkan keterangan atau Permohonan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Permohonan sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Permohonan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Dan keterangannya beserta (...)
KETUA: ASWANTO

Oh, sekaligus, ya? Sesuai dengan PMK kita untuk menjadi Pihak
Terkait (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Sesuai, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Harus memasukkan Permohonan dahulu sebagai Pihak Terkait.
Semua sudah dimasukkan, ya?

10



82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Semua sudah dimasukkan, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Baik, oke. Selanjutnya, Pihak Terkait berikutnya!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMENTEN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Gerindra dalam Perkara
Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Yang hadir saya
Lauritzke Mantulamenten didampingi oleh rekan saya Dodi Soselisa.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Saudara sudah memasukkan surat juga, kan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMENTEN

Sudah, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Baik, ada persetujuan dari DPP?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMENTEN

Sudah, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Baik. Masih ada yang jadi Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH IBNU

Masih, Yang Mulia.
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91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

KETUA: ASWANTO
Silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH IBNU

Kami dari PDI Perjuangan.
KETUA: ASWANTO
Di depan saja, kosong.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH IBNU

Oh, siap. Dari PDI Perjuangan, Yang Mulia. Untuk Perkara Pihak
Terkait Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KETUA: ASWANTO
Duduk saja, Pak.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH IBNU

Siap. Jawaban Pihak Terkait sama Kuasa sudah dimasukkan.
KETUA: ASWANTO
Baik.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH IBNU

Terima kasih.
KETUA: ASWANTO
Baik, berapa orang timnya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH IBNU

Satu orang, Yang Mulia.
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101.

102.

KETUA: ASWANTO

Satu orang, ya? Sendiri, ya? Sebelum kita mulai pemeriksaan, ada
beberapa hal yang perlu kami informasikan.

Yang pertama bahwa Permohonan-Permohonan yang akan kita
periksa pada sesi ini, itu sudah dilakukan gelar perkara. Jadi, Panel
sudah melakukan gelar perkara, sehingga pada kesempatan ini diminta
agar menyampaikan pokok-pokok Permohonan saja. Tidak perlu
dibacakan secara keseluruhan karena Panel sudah membaca.

Yang kedua. Ada beberapa Permohonan yang memasukkan
perbaikan, bahkan ada yang beberapa kali perbaikan. Diminta dan
diharuskan sebenarnya, yang dibacakan itu adalah yang tidak lewat
waktu. Mahkamah sudah mengumumkan bahwa perbaikan terakhir itu
adalah 31 Mei, ya. Jadi, yang dibacakan itu adalah perkara ... berkas
yang masuk paling lambat 31 Mei. Kalau ada yang masuk lebih dari itu,
itu tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Jadi, Ibu, Bapak, nanti
habis energi saja membacakan. Kalau tidak melakukan perbaikan, berarti
Permohonan yang 24 yang dibacakan. Ini penting agar kita berkepastian
karena Permohonan yang dijawab oleh Termohon, Pihak Terkait, dan
Bawaslu adalah Permohonan yang masuk tenggang waktu. Jadi, kita
tidak memperkenankan untuk menyampaikan yang sudah lewat
tenggang waktu.

Yang kedu ... yang ketiga. Ini ada 7 perkara, sehingga kita
mengatur sedemikian rupa. Maka diputuskan bahwa masing-masing
perkara diberi waktu maksimal 10 menit. Itulah sebabnya penekanan
pada pokok-pokoknya saja karena kami juga sudah paham semua isi dari
Permohonan Ibu, Bapak.

Baik. Untuk pemeriksaan pertama ini, dimohon kesediaan Yang
Mulia Prof. Saldi untuk memandu. Silakan, Prof!

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Pertama, kita mulai dari Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, itu PKB, ya, dengan Kuasa tadi Pak Indra Bayu. Bapak
sudah serahkan kartu advokatnya, enggak, kopiannya? Di ... di
Sekretariat, ya? Di kaminya belum sampai. Nanti dilengkapi, ya! Ini kalau
enggak, ini susah juga membuktikan.

Nah, saya mau cek dulu, KTP-nya bisa lihat, enggak? Benar ini
namanya ... apa ... Pak Indra Bayu atau tidak? Enggak juga bawa
identitas? Dititip di depan semua? Waduh, apa identitas yang dibawa
sekarang, yang punya?
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103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

KTP sama KTA.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
KTA-nya tinggal juga?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

KTAnya di loker, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

KTA-nya di loker juga? Oke. Ya, susah juga ini. Silakan, Pak Indra
Bayu! Ya.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Maaf, Yang Mulia. Saya melihat juga penerimaan ... apa ... kuasa
juga nama Saudara masih belum ada di Surat Kuasa.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada di halaman 3.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Coba dilihat Surat Kuasa nomor berapa itu? Tanggal berapa?
Surat Kuasa halaman berikutnya, ya? Oh, berarti ini halamannya yang
kurang berarti, ya? Nanti dilengkapi. Ini ada di situ. Ada di sini? Ya,
silakan, Indra ... Indra Bayu, ya?

Baik, terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Indra Bayu, silakan, pokok-pokoknya saja, ya! Ini buktinya
kami semua sudah punya apa yang ada.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Izin, Yang Mulia.
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112,

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Mohon maaf, izin.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dari mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Partai Garuda, Yang Mulia. Sebelumnya mohon maaf. Yang Mulia,
kami dari Partai Garuda sebelumnya pada tanggal 24 Mei 2019 itu telah
memasukkan Permohonan (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti giliran Anda nanti. Sekarang giliran ini dulu, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Oh, ya. Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan, Pak Indra!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan dari PKB untuk
Kewenangan Mahkamah (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kewenangan Mahkamah lewati, waktu lewati, langsung ke pokok
perkara, ya (...)
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121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pokok Permohonan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Pokok Permohonan (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu berapa dapil di tempat Saudara? Di Permohonan Saudara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

2 Dapil, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
2 Dapil. Dapil Maluku I dan Dapil Maluku VI, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Baik.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mulai dari Dapil Maluku I.
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131.

132.

133.

134.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian
keanggotaan DPRD provinsi.

Dapil I. Bahwa berdasarkan keputusan KP ... Komisi Pemilihan
Umum Nomor 987/PL01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide Bukti P-1)
juncto acara ... Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada 34 daerah
pemilihan dalam ... pemilihan dalam pemilih umum tahun 2019 di tingkat
nasional dalam Pemilu 2019, Bukti PA-1A.

Dua. Bahwa terhadap penetapan hasil perolehan suara yang
dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih penghitungan ...
perhitungan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dapat
merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi perolehan suara
yang seharusnya Pemohon dapatkan sebagai akibat dari tindakan yang
di ... dilakukan oleh Termohon.

Tiga. Bahwa Termohon di dalam melaksanakan pemilihan,
khususnya Daerah Pemilihan Maluku, dilakukan dengan cara-cara yang
melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum sebagai manifestasi
kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi pelaksanaannya dijamin dan
dilindungi sebagai hak warga negara di dalam Undang-Undang Dasar
Tahun 1945.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Poin 4-nya dilewati saja, ya. Itu sudah umum-umum. Poin 5
dilewati.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kemudian, poin 6 dilewati juga. Langsung poin 7!
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135.

136.

137.

138.

139.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Poin 7. Bahwa Pemohon jelas dirugikan oleh tindakan Termohon
yang melakukan rekapitulasi perolehan suara dan melakukan pena ...
penangguhan pemungutan suara ulang sebagaimana tertuang dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
11/HK.03.1/Kpts/8171/KPUKota/IV/2019, Bukti P-5 juncto Berita Acara
Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor
41/PL01.7BA/8171/KPUKota/IV/2019 tentang Keputusan Terhadap
Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Bukti P-6).

Bahwa pemungutan suara ulang seharusnya dilakukan terlebih
dahulu oleh Termohon, mengingat pemungutan suara ulang merupakan
rekomendasi Bawaslu Kota Ambon melalui rekomendasi panwascam di
beberapa TPS sebagai berikut.

TPS 1 (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

TPS 5 ... TPS 1, TPS 5, TPS 2, TPS 7, TPS 10, dianggap
dibacakan. Lanjut!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Baik, Yang Mulia.

Poin 9. Bahwa rekomendasi panwas tentang pemungutan suara
ulang sebagaimana tersebut di atas dikarenakan Termohon telah
melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana akan Pemohon uraian
sebagai berikut.

Bahwa panwas kecama ... kecamatan (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu enggak usah, Pak, ya? Yang ... yang bisa dibaca kayak begitu
tidak ... tidak usah dibacakan. Dianggap sudah dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Baik, Yang Mulia.
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140.

141.

142.

143.

144.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak pergi saja kepada angka-angka yang ada di poin 14. Yang
lain juga pikirkan, bagaimana meringkasnya secara baik. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Selanjutnya, poin 14. Bahwa pemilihan suara ulang di beberapa
TPS yang telah direkomendasikan oleh panwas kecamatan sebagaimana
terdapat dalam tabel di atas, tentu akan sangat berpengaruh terhadap
hasil perolehan suara yang akan duduk menjadi wakil rakyat untuk DPRD
Maluku dari Daerah Pemilihan Maluku I atau Kota Ambon, sebagaimana
yang terlihat di dalam hasil perolehan suara berikut. Bukti P-7. Dianggap
dibacakan, tabel, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, silakan. Lanjut!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Poin 5 ... 15. Bahwa berdasar pada komposisi perolehan suara
partai terdapat selisih 273 suara dengan Hanura yang berada di
peringkat 9, kursi ke-9. Sehingga, bila di ... bila pemungutan suara ulang
dilakukan akan berpeluang mengubah konfigurasi perolehan suara dan
memenuhi rasa keadilan para peserta pemilu, sekaligus memenuhi hak
konstitusional warga negara.

Bahwa besar harapan kami, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi, berkenan mengabulkan Permohonan yang kami ajukan,
sehingga tidak ada yang dirugikan atas tindakan Termohon. Dan ke
depan agar mengukuhkan Badan Pengawas Pemilu sebagai kontrol
dalam melaksanakan pemilian umum bagi Komisi Pemilihan Umum
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara umum
yang transparan dan akunpada ... akuntabel.

Poin 41 ... 41.1. Persandingan perolahan suara politik untuk
pengisian keanggotaan DPR, yang mana Nomor 1 nama calon anggota
DPRD (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang Dapil Maluku VI, ya?
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145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Nama Calon Anggota Provinsi Mumin Refra, S.H., perolehan suara
Termohon=3.020, Pemohon=2.906, dengan selisih plus 114.

Dua. Emanuel Rahail, perolehan suara Termohon=2.964,
Pemohon=2.964, selisih 0.

Bahwa (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini internal partai, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Internal partai, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sudah ada rekomendasi dua-duanya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Ada, Yang Mulia.
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154.

155.

156.

157.

158.

159.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Bahwa mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan
Termohon sebagaimana tersebut di atas dikarenakan sebagai berikut.

Satu. Bahwa Termohon ketika rekapitulasi tingkat kecamatan di
kecamatan Kei Besar telah mela ... melakukan penambahan suara
kepada Calon PKB Nomor Urut 1 atas nama Mumin Refra S.H. sebesar
114 suara di Desa Bombay, sebagaimana dalam Model DA-1 DPRD
Provinsi. Bukti P-1 DPRD Provinsi Maluku VI dengan rincian sebagai
berikut.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dianggap dibacakan. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Dianggap dibacakan.

Poin 2. Bahwa adapun jumlah perolehan suara sah milik Calon
Legislatif PKB Nomor Urut 1 yang bernama Mumin Refra S.H. di seluruh
TPS Desa Bombay adalah sebagai berikut.

a. Bahwa jumlah suara di TPS 01 Kelurahan Bombay yang diperoleh
oleh Calon Legislatif PKB Nomor Urut 1 yang bernama Mumin Refra
berdasarkan Bukti Model C-1 DPRD Provinsi sebesar 1 suara. Bukti P-
2 DPRD Provinsi Maluku VI dengan rincian sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Bahwa jumlah suara di TPS 02 Kelurahan Bombay yang diperoleh
oleh Calon Legislatif PKB Nomor Urut 1 yang bernama Mumin Refra,
S.H., berdasarkan Bukti Model C-1 DPRD Provinsi tidak memperoleh
suara. Bukti P-3 DPRD Provinsi Maluku VI dengan rincian sebagai
berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
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160.

161.

162.

163.

164.

165.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dianggap dibacakan. Terus! Poin C?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

C. Jumlah suara di TPS 03 Desa Kelurahan Bombay yang
diperoleh oleh Calon Legislatif PKB Nomor Urut 1 yang bernama Mumin
Refra, S.H., berdasarkan Bukti Model C-1 DPRD Provinsi tidak
memperoleh suara. Bukti P-4 DPRD Provinsi Maluku VI dengan rincian
seba ... sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, terus! 3!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Bahwa apabila perolehan suara sah suara milik Calon Legislatif
PKB Nomor Urut 1 yang bernama Mumin ... Mumin Refra, S.H., di
seluruh TPS Desa Bombay dijumlahkan, maka jumlah suara sah sebesar
1 suara, bukan 115 suara, sebagaimana yang tercantum di dalam
rekapitualasi perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh
Termohon, sebagiaman Form DA-1 DPRD Provinsi (vide Bukti P-1 DPRD
Provinsi Maluku VT).

Empat. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat
laporan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara
dengan Nomor Laporan 01/LP/PL/Kabupaten/3108/V/2019. Dan Bawaslu
telah menanggapi melalui Surat Formulir Model b-15 perihal
pemberitahuan tentang status laporan atau temuan dengan tentang
adanya penambahan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kei
Besar di TPS 1 Bombay. Bukti P-5 DPRD Provinsi Maluku VI.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Itu ada tindak lanjutnya, enggak, dari Bawaslu? Selain
pemberitahuan bahwa sudah ada melaporkan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Sudah ada Yang, Mulia.
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166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Ada.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Ada.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Apa tindak lanjutnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Rekomendasi ini, Yang Mulia, tapi belum dilaksanakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sudah direkomendasikan. Apa rekomendasinya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

25-01-

25-01-

25-01-

25-01-

Rekomendasinya untuk melakukan ... ini ... sesuai Model B-15 ini.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Apa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Pemberitahuan laporan temuan ini.

25-01-
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176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, pemberitahuannya, ya. Tapi sampai di situ saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Sampai ... sampai situ saja, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Silakan, teruskan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon pada saat
melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota tetap menambahkan
suara milik Calon Legislatif PKB Nomor Urut 1, yang bernama Mumin
Refra pada Kecamatan Kei Besar sebesar 114 suara, sebagaimana dalam
Model DB-1 DPRD Provinsi, Bukti P-6 DPRD Provinsi Maluku dengan
rincian sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak dibaca. Itu Bawaslu Maluku, ya, dicatat betul itu yang
kayak-kayak begitu. Nanti dijelaskan.
Silakan, terus!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Poin 6. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi,
Termohon tetap berdasarkan DA dan DB yang keliru untuk memperoleh
suara ... suara atas nama Mumin Refra pada Kota Maluku Tenggara
sebesar 114 suara, sebagaimana dalam Model DC-1 DPRD Provinsi, Bukti
P-7 DPRD Provinsi Maluku VI dengan rincian sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada kelebihan 114 suara, ya?
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183.

184.

185.

186.

187.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Lanjut ke poin 11!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Mahkamah
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menga ...
membatalkan pene ... penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan
menetapkan bahwa perhitungan perolehan suara Pemohon sesuai
dengan sebagai berikut.

Nama Calon DPRD Provinsi Mumin Refra, S.H., perolehan suara
2.906.

Emanuel Rahail, S.E., M.Si., perolehan suara 2.964.

Poin 12. Bahwa kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi
juga kami mohon agar menetapkan Permohonan atas nama Emanuel
Rahail, S.E., M.Si., Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi PKB sebagai
Anggota DPRD Provinsi Terpilih dari Daerah Pemilihan Maluku VI.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, lanjut ke Petitum!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka
kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPUOV/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota
Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang
ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
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188.

189.

190.

191.

192.

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara
ulang di TPS, sebagaimana yang telah direko ... direkomendasikan
oleh panwascam, di antaranya:

a. Permohonan pelakasana (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
A, B, C, D, E, dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

A, B, C, D, kami dianggap dibacakan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

4. Menetapkan perolehan suara dalam Pemilihan DPRD RI Daerah
Maluku VI sebagai berikut.

Nomor 1. Nama, Muhai ... Mumin Refra, S.H., perolehan suara 2.906.
Nomor 2. Nama Calon DPRD Provinsi, Emanuel Rahail, S.E., M.Si.,
perolehan suara 2.964.

Nomor 3, dan seterusnya.

5. Menetapkan Emanuel Rahail, S.E., M.Si., Calon Anggota Legislatif
DPRD Provinsi PKB Daerah Pemilihan Maluku VI sebagai anggota
DPRD Provinsi Terpilih.

6. Memerintahkan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan
putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya
berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Selesai, ya, Pak Indra Bayu, ya?

Sebentar! Ini kita selesaikan Pak Indra dulu. Pak Indra, saya
hanya perlu sampai ... kami hanya perlu sampaikan saja bahwa
Mahkamah ini tidak bertugas, tidak berwenang menetapkan orang
menjadi anggota legislatif. Itu tugasnya ada di sebelah sana. Ya, Pak,
ya?
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193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Baik.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kami itu su ... urusanya suara saja. Kalau yang Bapak dalilkan
suara tadi berpindah itu benar, kami akan mengatakan suara ini milik si
ini, atau si anu, dan segala macamnya. Soal tetap-menetapkan, itu tidak

urusan di tempat ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Makanya dari situ, kami mohon (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Saya hanya menyampaikan itu saja. Jadi, urusan siapa
yang mau jadi anggota legislatif, tidak urusan Mahkamah Konstitusi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Terima kasih. Klir, ya? Apa yang harus dijawab nanti oleh

KPU, Bawaslu.
Kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebelum ini, silakan, Pak Ketua di
(...)
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201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

KETUA: ASWANTO

Untuk Perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Partai Garuda. Ini perlu penegasan, apakah betul di (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Betul (...)
KETUA: ASWANTO
Permohonan Saudara untuk Maluku?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Ya, Yang Mulia. Sebelumnya ... makanya tadi karena saya tadi
dari awal ... cuma karena belum dikasih kesempatan.

Jadi, sebelumnya kami Partai Garuda, DPP Garuda memberikan
Kuasa ke Pak Hussein Abudin, terus memasukkan Permohonan
tertanggal 24.

Kemudian, pada tanggal 28, DPP Garuda menggantikan Kuasa ke
kami. Setelah kami mengecek buktinya karena kurang cukup, makanya
Permohonan Partai Garuda untuk Maluku dengan ini kami nyatakan di ...
tidak dilanjutkan, Yang Mulia, sehingga kami ... tadi karena kami juga
ada masukkan gugatan untuk Provinsi Sumatera Utara dengan Selatan.
Karena waktunya bersamaan, kami salah masuk Panel, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Masuk Panel 2. Jadi, izin kami (...)
KETUA: ASWANTO

Berarti penegasannya untuk Maluku ditarik?
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208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Ditarik, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Ya. Terima kasih.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Izin, Yang Mulia, sekalian kami keluar untuk melanjutkan di Panel
2.

KETUA: ASWANTO
Silakan! Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Mohon maaf, ya, sudah mendengar di ruangan ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Berkah kita. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti kalau Bapak saya suruh keluar, tadi Pak Indra terganggu
dia. Nah, gitu. Soalnya sama-sama mewakili Maluku semua ini.

Kuasa Golkar sudah hadir? Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Siap, Yang Mulia.
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217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Saya cek dulu. Ini Kuasanya siapa namanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Fahri Bachmid.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Fahri Bachmid. Berdasarkan Surat Kuasa khusus, nomor berapa
nama Bapak di sini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Nomor 4, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nomor 4, ya? Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya lihat di belakang, Bapak sudah tanda tangan atau belum? Ini
kalau tidak tanda tangan, kan konsekuensi (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Insya Allah sudah, Pak.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yuridisnya, ya, konsekuensi ekonomisnya juga ada. Nah, itu yang
paling jadi masalah. Sudah tanda tangan, ya?
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226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Sudah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bagi lawyer yang penting yuridisnya atau ekonomisnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Yuridisnya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dua-duanyalah. Jangan ... enggak usah ... dua-duanya yuridisnya,
ya, ekonomisnya juga.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Benar, benar.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Supaya jangan tegang saja. Ini kan soal agenda 5 tahunan saja,
kan? Ini berapa dapil di Golkar yang Bapak perjuangkan di sini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

DPR RI, kemudian ada dapil (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sebentar!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Kabupaten/kota.
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235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ada DPR RI, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dapil Maluku. Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Seram Bagian Timur.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sebentar! Dapil RI, dapil lainnya provinsi, ya? Dapil III?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Dapil III, benar.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Maluku. Ada lagi yang lain?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Kemudian, ada Dapil DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ...
Tengah Dapil 1V.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sebentar, saya cek. Ya, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 1V.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Dapil 1V, ya.
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245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Kemudian, DPRD Maluku Tengah Dapil V, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya, benar. Sama Kabupaten Seram Bagian Timur.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada Seram Bagian Timur. Kemudian, Maluku Tenggara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya, benar.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Jadi, ada 7 semua? 6?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

7 ... 7, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Kalau sampai F itu biasanya 6, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Di sini sampai 4.7.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Baik, Yang Mulia.

175-04-

175-04-

175-04-

175-04-

175-04-
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255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pokok-pokoknya saja, Pak Bachmid, ya!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Terima kasih, ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini karena sudah berulang kali di MK, tahulah apa yang sudah
harus disampaikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Terima kasih, Prof.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa perkara ini
sesungguhnya sudah diadakan gelar, sehingga kami pandang bahwa
tidak perlu kita uraikan secara detail hal-hal yang sudah kita kemukakan
dalam Permohonan Perbaikan ini. Itu yang pertama.

Yang kedua. Saya langsung saja masuk kepada (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

DPR RI Maluku, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dapil Maluku, silakan!
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264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Pokok Permohonan, Yang Mulia. Ini sudah kami ekstrak semuanya
dalam Petitum, sehingga tidak perlu saya uraikan dalam poin per poin.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Jadi, main di Petitum saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Jadi, main di Petitum saja, Prof.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, boleh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Jadi, dari 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Saya ke Petitum.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Halaman berapa dari Permohonan Pak Bachmid ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

4.7 itu di halaman 23, Prof.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Petitumnya.
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274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Petitumnya itu di posisi (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Mulai dari halaman 26, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

26.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, silakan! Setuju, ya, yang lain, ya? Karena tugas Anda
membacakan, tidak perlu diperdengarkan juga di sini. Supaya ada juga
kerjaan para lawyer ini. Silakan, Pak Bachmid!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Membatalkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Yang kedua. Dianggap dibacakan.

Yang ketiga. Menetapkan hasil perolahan suara yang benar.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang ... yang kedua itu tolong dibacakan, Pak. Berarti termasuk
yang penting juga (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987
Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019
untuk Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Maluku DPR ... sori, sori kami
ulangi, untuk DPR Provinsi Maluku, DPR Provinsi ... sori ... DPR RI,
kemudian untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil III, untuk
Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil IV, DPRD
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281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

Kabupaten Maluku Tengah Dapil V, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Dapil II, dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan
III ... Dapil ITI, maksudnya.

Poin 3. Menetapkan hasil (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu, sebentar! Itu kan ada dempet itu untuk Pemilihan Anggota
DPR RI Provinsi Maluku, DPR RI Provinsi Maluku, saya coret 1, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya. 1, ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini saya izin Pak Bachmid ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya. Benar, Pak.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Kalau enggak nanti kelebihan nanti, minta 1 dapat 2 nanti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Siap, Prof.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya. Kabupaten Seram bagian Timur Daerah Pemilihan Dapil III.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

37



290.

291.

292.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon
untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut.

Dianggap dibacakan karena ini tabel.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Empat. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan
pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Desa Liang, Kecamatan
Salahutu, pemungutan suara ulang pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
Ohoi, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, TPS 03 Ohoi, Desa
Bombay, TPS 02 Ohoi, Desa Depur, Kecamatan Kei Besar, TPS 02 Ohoi,
Desa Letvuan, Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 01 Ohoi, Desa Ngabub,
Kecamatan Kei Kecil, TPS 01 Ohoi, Desa Uf, Kecamatan Kei Timur
Selatan, TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli, Kecamatan Pulau Terselatan,
TPS 01 Desa Ustutun, TPS 01 Desa Klishatu, Kecamatan Wetar Barat,
dan TPS 01 Desa Kehli, Kecamatan Damer. Seluruh TPS pada Desa
Mamala, seluruh TPS pada Desa Morela. TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS
22, dan TPS 23 Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu. TPS 9, TPS 10, TPS 11,
TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15 Desa Larike. TPS 9, TPS 10, TPS 11,
dan TPS 12 Desa Wakasihu. Seluruh TPS di Desa Allang. TPS 1 Desa
Liliboi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Atau
setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS
tersebut.

4.1. DPRD Provinsi Maluku, 3 Kabupaten Maluku Tengah.

4.1.1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan
pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Desa Liang. TPS 7, TPS
10, TPS 39, TPS 63 Kecamatan Salahutu. Seluruh TPS pada Desa
Mamala, seluruh TPS pada Desa Morela. TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS
22, TPS 23 Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu. TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS
12, TPS 13, TPS 14, TPS 15 Desa Larike. TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12
Desa Wakasihu. Seluruh TPS di Desa Allang. TPS 1 Desa Liliboi,
Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Desa Lafa, Desa
Yamalatu, Desa Hunisi, Desa Laimu, Desa Tehua, Desa Laha, Desa Wolu,
Desa Laha Kaba ... Kaba, Kabupaten Maluku Tengah. Atau setidak-
tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS tersebut

(...)

38



293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu dulu! Apa bedanya? Ini, kan minta juga pemungutan
suara ulang di seluruh TPS yang disebutkan tadi, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu, ada atau setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara
ulang. Apa bedanya itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Sebenarnya, itu cuma penegasan kembali.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Penegasan kembali?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya. Penegasan kembali atas ... apa ... uraian desa-desa yang telah
disebutkan jika memang ada fakta-fakta yang terbukti dalam
persidangan ini.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ndak. Saya berpikir di atas ini karena minta pemungutan suara

ulang, setidak-tidaknya melakukan penghitungan ulang. Saya kira begitu.
Enggak, ya?
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302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Tidak. Tidak.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Silakan! Ini memastikan saja. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Baik. Ya, baik, terima kasih.
4.2. DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil V.

175-04-

175-04-

4.2.1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan
pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Desa Liang. TPS 7, TPS
10, TPS 39, TPS 63 Kecamatan Salahutu. Atau setidak-tidaknya
melakukan penghitungan suara ulang pada seluruh TPS Desa Liang,

Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
Berikutnya, 4.3 (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, kalau ini ada penghitungan suara ulang, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Jadi, kalau tidak memungut ulang, menghitung ulang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Menghitung ulang.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

175-04-

175-04-
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310.

311.

312.

313.

314.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Baik. 4.3. DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil IV.

4.3.1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan
pemungutan suara ulang pada seluruh TPS pada Desa Mamala. Seluruh
TPS pada Desa Morela. TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23 Desa
Asilulu, Kecamatan Leihitu. TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS
14, TPS 15 Desa Larike. TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 Desa Wakasihu.
Seluruh TPS di Desa Allang. TPS 1 Desa Liliboi, Kecamatan Lahitu Barat,
Kabupaten Maluku Tengah. Atau setidak ... setidak-tidaknya melakukan
pemungutan suara ulang pada TPS-TPS tersebut.

4.4. DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil III. Perolehan
suara yang benar menurut Pemohon, dianggap dibacakan.

4.5. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dapil II. Perolehan suara
yang benar menurut Pemohon, dianggap dibacakan.

Lima. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan
pemungutan suara ulang pada TPS 01, TPS 2 Desa Haar Wasar,
Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara.

Enam. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan
putusan ini.

Demikian yang dapat kami kemukakan pada kesempatan ini.
Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Bachmid.

Sudah didengar dengan jelas? Kita tunggu nanti bagaimana pihak-
pihak lain memberikan jawaban atau respons terhadap Permohonan
yang Pak Bachmid sampaikan, ya, mewakili Partai Golkar.

Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Bachmid?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Untuk sementara cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Kita pindah ke Partai Nasdem. Apa namanya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Ya. Siap, Yang Mulia.
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315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Apanya yang siap ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Untuk pembacaan Permohonannya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya mau tanya ini. Apa namanya ... sudah kasih ... apa ... enggak
ke kami? Kopian kartu advokatnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Sudah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sudah, ya? Kartu advokatnya belum katanya ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Siap, siap. Nanti menyusul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, tadi sudah, sekarang siap. Bagaimana ini, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Waktu itu sudah saya scan, cuma mungkin ada terselip (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, ini kelebihan lawyer kan begini. Jangankan kalah, seri aja

enggak mau dia, gitu.
Sebentar! Yang mau menyampaikan, Bapak ... apa ini?
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324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Reza Muhammad Noor.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Reza Muhammad Noor. Oke. Saya cek dulu belakang, Bapak ikut
tanda tangan atau tidak? Bapak lama-lama mirip Surya Paloh juga ini,

jenggotnya saya lihat. Oh, belum, ya? Belum setebal Pak Surya Paloh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Siap, siap.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kan ... orang kan ... lama-lama mau mirip dengan ketua partai
yang diwakili sendiri. Ini kelakar saja. Sambil menunggu waktu, jangan
terlalu tegang. Nanti kalau dilaporkan Pak Surya Paloh, nanti susah juga.

Berapa dapil yang mau Bapak sampaikan ... yang mau Bapak
persoalkan di sini, Pak Reza?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

1 dapil, Yang Mulia, untuk Maluku I.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dapil Maluku I, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Provinsi Maluku I. Dipersilakan, Pak Reza, singkat-singkat saja!
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332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Siap, Yang Mulia. Kami langsung ... saya akan langsung
membacakan terhadap perselisihannya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, pokok-pokok Permohonan saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Ya. Jadi, dari persandingan data C-1 yang kami miliki dengan
DAA-1 dari Termohon, perselisihan suara itu sebanyak 103 suara, Yang
Mulia, untuk Partai Hanura.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, betul.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Yang terjadi itu pada TPS 9 Desa Passo, Kecamatan Baguala. Lalu
selanjutnya TPS 20 Desa Passo, kecamatan (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bisa sekalian, enggak, disebutkan komposisi suaranya? Saya ...
sekaligus saya mau cek di daftar tabel analisis saya ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Oh.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Desa Passo TPS 9 itu DAA-1 nya berapa? Ya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Untuk data dari Termohon (...)
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341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Untuk ... dari DAA-1 itu sebanyak 97 suara.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Dari data Pemohon kami, C-1 sebanyak 27 suara, sehingga selisih
kelebihan, yaitu 70 suara, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini plus untuk Hanura, ya, 70 suara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Ya, plus untuk Hanura.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Lalu selanjutnya, di TPS 20 Desa Passo, Kecamatan Baguala.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Data Termohon DAA-1 sebanyak 1, sedangkan data C-1
Pemohon, yaitu 0. Jadi, selisih plus 1 untuk Partai Hanura.

45



351.

352.

353.

354.

355.

356.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Selanjutnya TPS 46 Desa Passo, Kecamatan Baguala. Data
Termohon DAA-1 sebanyak 18, Pemohon C-1=17, selisih plus 1 untuk
Partai Hanura.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Selanjutnya, tabel 5. Menyeluruh untuk Desa Passo, Kecamatan
Baguala. Selisih data Termohon sebanyak 1.618, sedangkan data
Pemohon=1.546. Sehingga selisih plus 72 suara untuk Partai Hanura.

Selanjutnya, untuk TPS 11 Desa Halong, Kecamatan Baguala.
Tabel 6. Data Termohon DAA-1 sebanyak 10 suara, Pemohon dari data
C-1=8 suara, hingga selisih plus 2 suara untuk Partai Hanura. Sehingga
data dari Desa Halong, Kecamatan Baguala, untuk data Termohon DAA-1
sebanyak 271 suara, untuk data Pemohon C-1 sebanyak 269 suara,
sehingga selisih menjadi 2 suara.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya. Desa Tawiri, ya, lagi? TPS 18, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Selanjutnya TPS 18 Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon. Dari ...
dari data Termohon DAA-1 sebanyak 9 suara, Pemohon=8 suara dari
data C-1 dengan selisih 1 suara untuk Partai Hanura.

Selanjutnya, penghitungan menyeluruh Desa Tawiri, Kecamatan
Teluk Ambon. Data Termohon=122, sedangkan data Pemohon=121
dengan selisih 1 suara untuk Partai Hanura.

Selanjutnya, TPS 1 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe. Dengan
data Termohon, DAA-1 sebanyak 7 suara, Pemohon dengan data C-1
selisihnya 0, sehingga selisih menjadi plus 7 suara untuk Partai Hanura.

Selanjutnya, penghitungan menyeluruh Desa Amahusu,
Kecamatan Nusaniwe. Data Termohon sebanyak 106 suara dari data
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357.

358.

359.

360.

DAA-1, Pemohon dengan data C-1 sebanyak 99 suara dengan selisih plus
7 suara untuk Partai Hanura.

Selanjutnya, TPS 4 Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe. Data
Termohon DAA-1 sebanyak=32 suara, Pemohon dengan data C-1
sebanyak 22 suara, dengan selisih plus 10 suara untuk Partai Hanura.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Untuk menyeluruh ... penghitungan menyeluruh Desa Latuhalat,
Kecamatan Nusaniwe. Data Termohon sebanyak 242, dengan data
Pemohon sebanyak 232, dengan selisih 10 suara untuk Partai Hanura.

TPS 11 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau. Data Termohon
dari DAA-1 sebanyak 2 suara dengan persandingan Pemohon dengan C-
1, yaitu sebanyak 1 suara dengan selisih plus 1 suara untuk Partai
Hanura.

Selanjutnya, penghitungan menyeluruh untuk Kelurahan Batu
Meja, Kecamatan Sirimau. Data Termohon sebanyak 162 suara, data
Pemohon sebanyak 160 suara dengan selisih plus 2 suara untuk Partai
Hanura.

TPS 66 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Termohon dari data
DAA-1 sebanyak 4 suara dengan data C-1 Pemohon sebanyak 0 suara
dengan selisih plus 4 untuk partai ... untuk Partai Hanura.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

TPS 68 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Data Termohon
sebanyak 5 suara, data Pemohon sebanyak 1 suara dengan selisih plus 4
suara untuk Partai Hanura.

TPS 97 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Data Termohon
sebanyak 3 suara, data Pemohon sebanyak 2 suara dengan selisih 1
suara untuk Partai Hanura.

TPS 108 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Data Termohon 1
suara, dengan data Pemohon sebanyak O suara dengan selisih plus 1
suara untuk Partai Hanura.

47



361.

362.

Penghitungan menyeluruh Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau.
Dari data Termohon sebanyak 969 suara, dengan data Pemohon
sebanyak 959 suara dengan selisih plus 10 suara untuk Partai Hanura.

Untuk poin 20. Bahwa terhadap ketidaksesuaian Pemohon
disampaikan pada dalil-dalil di atas, saksi-saksi Pemohon telah
mengajukan keberatan dan ditanggapi baik oleh pihak penyelenggara
yang bertindak secara kooperatif. Namun demikian, terjadi kesalahan
perihal pengisian data penghitungan suara yang sesuai pada Model DAA-
1 DPRD Provinsi, sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan
Partai Hanura dalam memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Maluku I.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah menunjukkan
bahwa Pemohon telah dirugikan oleh Termohon, sehingga Pemohon
akhirnya kehilangan 1 kursi DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan
Maluku I yang seharusnya menjadi milik Pemohon.

Izin Petitum, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Dalam Petitum yang pertama. Mengabulkan Permohonan
Pemohon perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU DPRD Provinsi
Maluku, Daerah Pemilihan Maluku I untuk seluruhnya.

Dua. Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku, sepanjang
Daerah Pemilihan Maluku I.

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk
Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan
Maluku I sebagai berikut.

Partai Nasdem sebanyak 9.201 suara. Partai Hanura sebanyak
9.175 suara. Atau memerintahkan Termohon untuk melakukan
penghitungan suara ulang pada 7 TPS, antara lain TPS 9, TPS 20, dan
TPS 46 Desa Passo, Kecamatan Baguala.

Dua. TPS 11 Desa Halong, Kecamatan Baguala.

Tiga. TPS 18 Dewa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.

Empat. TPS 1 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe.

Lima. TPS 4 Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe.

Enam. TPS 11 Desa Batu Meja, Kecamatan Sirimau.
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363.

364.

365.

366.

367.

368.

Tujuh. TPS 66, TPS 68, TPS 97, dan TPS 108 Desa Batu Merah,
Kecamatan Sirimau.
Atau menerima Termohon untuk melakukan pemungutan suara

ulang (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Memerintahkan. Kok, menerima? Di sini (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Oh, ya. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan
suara ulang pada 7 TPS, antara lain TPS 9, TPS 20, dan TPS 46 Desa
Passo, Kecamatan Baguala, TPS 11 Desa Halong, Kecamatan Baguala,
TPS 18 Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, TPS 1 Desa Amahusu,
Kecamatan Nusaniwe, TPS 4 Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, TPS
11 Desa Batu Meja, Kecamatan Sirimau, TPS 66, TPS 68, TPS 97, dan
TPS 108 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau.

Enam. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terima kasih, Mas Reza. Jadi, ini yang didalilkan, ya? Kehilangan
103 suara. Lalu, menyebutkan secara detail di TPS mana, di desa mana,

dan apa yang diminta. Nah, nanti ini buktinya semuanya lengkap, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Lengkap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, nanti tugas kami di Mahkamah itu sederhana saja.
Membandingkan buktinya Pak Reza dengan bukti Termohon, lalu

keterangan dari Pihak Terkait, dan termasuk Bawaslu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Siap, terima kasih, Yang Mulia.
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369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Nah, kalau semuanya bisa itu ... ini gampang
menyelesaikannya. Hari ini kalau ada, bisa kita putus. Tapi kan waktu
pemutusnya belum ada itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Siap, siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Terima kasih, Pak Reza. Ada tambahan, Pak Ketua Yang
Mulia? Cukup. Nah, kalau begini kan efektif kita menggunakan waktunya
ini.

Berkarya tadi menarik diri, ya? Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IBNU

Garuda, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, maaf. Mohon maaf. Garuda yang menarik diri. Berkarya sudah
datang Kuasa Hukumnya?

KUASA HUKUM:
Sudah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, Anda dapat giliran terakhir karena yang terakhir juga paling
datang. Menghormati orang yang duluan, ya?

KUASA HUKUM:
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, begitu ... tertibnya begitu. Jadi, ini Berkarya saya tandai
dipindahkan terakhir. Di urutan berikutnya, apa lagi? Yang datang
berikutnya? PPP. Kuasa Hukum PPP?
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379.

380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! PPP ... ini karena kita tugasnya memastikan juga ini
orang yang datang ini benar atau tidak. Sudah memberikan kopi kartu

advokatnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Saya sudah memberikan, Yang Mulia. Itu dari Sekretariat DPP PPP
yang mengatur semuanya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, betul. Saya lihat dulu ini Surat Kuasa Hukumnya ini. Ini yang
mau menyampaikan siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Saya atas nama Bagus Setiawan, S.H., M.H., Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bagus Setiawan, Nomor 10, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Kita periksa dulu. Sudah tanda tangan. Kartu
advokatnya belum, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Saya sudah menyerahkan ke Sekretariat, Yang Mulia.
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391.

392.

393.

394.

395.

396.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, nanti kata di Sekretariat, "Belum.” Kita ... kita lebih percaya
ke sini dibanding ke sana.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nanti kalau ada yang kurang, nanti dilengkapi saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan, Pak Bagus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini berapa dapil yang dipersoalkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Yang dipersoalkan di Dapil V Seram Barat, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Seram Barat, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya.
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400.

401.

402.

403.

404.

405.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Seram bagian Barat (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dapil V, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Dapil V.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Berarti ini untuk DPRD, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kalau untuk DPRD ini angkanya kecil-kecil sekali ini. Ya, 1, 2,
kayak-kayak begitu. Mudah-mudahan honor ... honor advokatnya jangan

kecil juga, agak besar, begitu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Amin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, silakan! Langsung ke pokok perkara saja, pokok
Permohonan.
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407.

408.

4009.

410.

411.

412.

413.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami akan
menyampaikan terkait Permohonan kami, dimana ada selisih suara.
Pemohon mendalilkan berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Berdasarkan Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota
tentang Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Desa ... Dusun Tiang

Bendara, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang. Dimana di
beberapa TPS terdapat kecurangan, yaitu di 8 TPS. Lalu Pemohon men

(...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Tunggu! Ini di halaman berapa Permohonan Bapak itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Di halaman 5, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
5.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini ada tabelnya di atas, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dianggap dibacakan. Terus! Ini karena pendek, dibacakan sajalah
ini supaya kelihatan juga ada kerjaanya lawyer itu.
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415.

416.

417.

418.

419.

420.

421,

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Oh, baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan, ya!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan
sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Data
Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Desa Tahalupu, Dusun Tiang Bendara,
Kabupaten Seram Bagian Barat di 8 TPS, yaitu TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS
10, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 28 Desa Waesala.

Telah terjadi kecurangan berdasarkan penyampaian rekomendasi
Bawaslu Nomor 11 yang dimana bukti itu kami lampirkan. Dianggap
dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang me ... menyatakan terjadi curang, Bawaslu atau Kuasanya
ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Pemohon melaporkan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, ini laporan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Dan adanya rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa rekomendasinya?
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426.

427.

428.

429,

430.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Terkait rekomendasi yang pertama (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bukan. Apa dia suruh pungutan suara ulang, pemilu ulang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, pemungutan suara ulang, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, sudah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Di beberapa TPS yang disebutkan tadi.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu saja yang penting.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nanti kita cek, kan ada Bawaslu juga di sini. Yang poin 2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Poin 2. Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi Pemohon
memberikan pernyataan keberatan atau catatan kejadian khusus
pemungutan dan penghitungan pemilihan umum di Model DB-2.KPU.
Yang kami lampirkan juga buktinya, Yang Mulia.
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437.

438.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Pada poin 3. Bahwa selisih suara caleg terpilih dalam rangking
penetapan KPU hanya berbeda 137 suara. Sehingga apabila (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak itu bilang 137 itu dengan hanya. Padahal membuktikan 2,
3, susahnya minta ampun. Kata Aanyanya itu. Enggak apa-apalah, itu
kan bahasa advokat. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Baik, Yang Mulia. Sehingga apabila para DPT ulang memilih PPP
sebagai pilihannya, maka PPP-lah yang harusnya mendapatkan kursi,
bukan Partai Golkar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Ini para DPT ulang, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Selanjutnya. Bahwa berdasarkan DA-1 Desa Tahalupu suara
Pemohon atau PPP menjadi berkurang, dimana desa tersebut adalah
basis Partai PPP atau Pemohon hanya mendapatkan 418 suara, Yang
Mulia.
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445.

446.

447.

448.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Selanjutnya (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oh, ini basisnya PPP, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Harusnya dapatnya lebih?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Menurut keterangan Pemohon begitu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Bahwa (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

109-10-

109-10-

109-10-

109-10-

Yakin saja menyampaikan kepada Mahkamah, kepada Hakim ini.
Kalau ... kalau advokatnya enggak yakin, ini susah juga Hakim nanti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, kan kita optimis, Yang Mulia.

109-10-
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451.
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453.

454.

455.

456.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, insya Allah, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Insya Allah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Bahwa terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU), meliputi Desa
Tahalupu di TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14, Yang
Mulia. Bukti dilampirkan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan, lanjut!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya. Bahwa Pemohon menduga petugas KPPS telah melakukan
perusakan, dan/atau pengurangan, dan/atau penghilangan, dan/atau
penambahan hasil perolehan 1 atau lebih dari 1 orang caleg.

Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 65 angka 2 huruf ¢
yang berbunyi, “Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang
sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi
tidak sah.” Dan/atau maka sudah memenuhi syarat untuk melakukan
pemungutan suara ulang pada seluruh TPS yang kami sebutkan di atas
untuk pemilhan anggota DPRD kabupaten/kota.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, 7.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Selanjutnya. Bahwa menurut analisis kami selaku Pemohon,

apabila dilakukan pemilihan suara ulang di TPS yang kami sebutkan,
dianggap dibacakan, Yang Mulia.
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460.

461.

462.

463.

464.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

109-10-

Dipastikan perolehan suara Partai PPP akan bertambah lebih
banyak suara dan total keseluruhan menjadi 2.076, bahkan lebih. Dan
mendapatkan ... dan bisa mendapatkan 1 kursi di Dapil V DPRD Seram

Bagian Barat, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Kan tidak ada yang pasti di bawah kolong langit ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan! Petitum.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Izin, Yang Mulia, membacakan Petitum.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

109-10-

109-10-

109-10-

Ya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan

putusan sebagai berikut.
1. Mengabulkan Permohononan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan

seterusnya, dianggap dibacakan.
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466.

467.

468.

469.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bacakan, jangan seterusnya! Ini kan penting-penting ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Oh, baik. Baik, Yang Mulia.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL018-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional
pada hari Selasam, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB dalam
pemilihan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada
Daerah Pemilihan Seram Bagian Barat V.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Terus!
KUASA HUKUM PEMOHON NO 109-10-31: BAGUS SETIAWAN

Tiga. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan
pemungutan suara ulang di TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 12,
TPS 13, TPS 14 Dusun Tiang Bendera, Daerah Desa Tahalupu,
Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi
Maluku.

Yang keempat. Selanjutnya, menetapkan hasil perolehan suara
yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Pemilihan Seram Bagian Barat V berdasarkan hasil
pemungutan suara ulang di TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 12,
TPS 13, TPS 14 Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan
Huamual Belakang, Kabupaten Seram Barat ... Bagian ... Bagian Barat,
Provinsi Maluku.

Lima. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Mas Bagus, ya.
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474.

475.

476.

477.

478.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Sama-sama, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sudah. Ada yang mau ditambahkan? Cukup?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang Mulia, ada tambahan? Cukup.

Kita lanjut ke Hanura. Kuasanya sudah, ya? Harusnya Hanura
dapat giliran lebih awal tadi itu karena lebih duluan datang.

Hanura, siapa Kuasa Hukumnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Saya Muhamad Ridwan Ristomoyo, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nomor 11, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Nomor 11 ini, nomornya Mohamed Salah ini kalau di Liverpool
ini. Suka nonton bola juga, enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Alhamdulillah, Yang Mulia.
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481.

482.

483.

484.

485.

486.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. Pakai Nomor 11 dia, tapi di Mesir Nomor 10, kalah
kemarin, tidak lolos dia ke babak berikutnya.
Ada kartu advokatnya? Sudah diserahkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Belum, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Belum, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa identitas Anda yang bisa saya cek bahwa yang datang di
depan saya ini, di depan kami ini memang Muhamad Ridwan Ristomoyo?
Ada, ya? Coba dilihat. Diambil!

Wah, ini kayaknya lebih gagah di sini dibanding di sana ini.
Terima kasih. Nanti tolong dikasih fotokopinya, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mas ... panggilannya siapa ini?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Ridwan, Yang Mulia.
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490.

491.

492,

493.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ridwan. Mas Ridwan itu ... apa nhamanya ... sudah tanda tangan di
belakang atau belum?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Sudah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sudah. Berapa dapil yang mau dipersoalkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

1, Yang Mulia, Dapil Maluku Tengah IV.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Maluku Tengah 1V. Silakan, ya! Pokok-pokoknya saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.
Pokok Permohonan, tabel 1, dianggap dibacakan. Tabel 2,
dianggap dibacakan.

Terdapat penggelembungan suara dengan adanya DPT ganda.

1. Desa Mamala. Terdapat penggelembungan suara yang diduga
adanya pemilih ganda pada TPS 1 sampai dengan TPS 11.
Terdapat nama ganda pada DPT TPS Mamala sebanyak 1.297
pemilih. Terdapat nama yang tanggal, bulan, dan tahun lahir
sama, yaitu sebanyak 339 pemilih.

2. Desa Morela. Terdapat penggelembungan karena adanya (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu halaman berapa?
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494,

495,

496.

497.

498.

499.

500.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Halaman 6, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Adanya pemilih ganda pada TPS 1 sampai dengan TPS 13.

3. Desa Asilulu. Terdapat penggelembungan suara di TPS 19
sampai dengan TPS 23. Bahwa terdapat pemilih ganda
sebanyak 1 pemilih (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak usah dibacakan. Ini sudah ba ... yang besar-besarnya
saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Siap, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Empat!
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

4. Desa Larike. Terdapat penggelembungan suara karena adanya
pemilih ganda pada TPS 9 sampai dengan TPS 13. Pada TPS
34 sampai dengan TPS 40 .. TPS 40, PPS Desa Luhu,
Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan
TPS 9 sampai dengan TPS 15, PPS Desa Larike, Kecamatan
Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Dan TPS 9 sampai
dengan TPS 12, PPS Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu (...)
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501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu PPS atau TPS maksudnya itu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

TPS, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ada PPS, ada PPS ini. Kalau PPS kan beda dengan TPS, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Ya. TPS, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Benar itu TPS?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan!
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Bahwa terdapat (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau PPS orangnya, kan? Ya, ya, KPU, ya? Pak Hasyim? Kalau
PPS itu beda dengan TPS, kan? Ya. Nah karena di sini disamakan sama
Pemohon ini.

Terus!
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510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

5. Desa Wakasihu. Terdapat penggelembungan suara yang
diduga adanya pemilih ... pemilih ganda pada TPS 9 sampai
dengan TPS 12, PPS Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat,
Kabupaten Maluku Tengah, yaitu pada TPS 7 dan TPS 8, surat
suara yang terpakai tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang
menggunakan hak pilihnya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu kalau PPS menurut pemo ... menurut Kuasa, apa itu? Ini kan
... kami ini kan harus diberikan ... PPS Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu
Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yaitu pada TPS 7 dan TPS ... dan TPS
8.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Di sini berdasarkan (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini benar, ya? TPS tidak diubah, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan, lanjutkan! Kami memastikannya saja.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 16 pemilih yang sama

pada TPS 9 Wakasihu, dan TPS 38 Luhu, serta pemilih ganda yang sama
sebanyak 4 pemilih pada TPS 9 Wakasihu dan TPS 39 Luhu juga
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517.

518.

519.

520.

521.

522.

terdapat pemilih ganda sebanyak 4 pemilih pada TPS 9 Wakasihu dan
TPS 40 Luhu.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Terjadi penggelembungan suara di ... pada TPS 1 sampai dengan
TPS 9 Desa Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mandat dari Partai Hanura
telah menuliskan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian
khusus rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan atau
Model DA-2.KPU yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Leihitu dan
saksi mandat Partai Hanura tertanggal 10 Mei 2019 yang pada pokoknya
menolak seluruh hasil rekapitulasi suara hasil Pemilu 17 April 2019 di
Kecamatan Leihitu.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Lanjut ke halaman 9! Yang terjadi penggelembungan suara
itu, sudah ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Sudah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Lanjut ke halaman 10.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Ya, Yang Mulia. Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mandat dari
Partai Hanura telah menuliskan pernyataan keberatan saksi atau catatan

kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara di
tingkat kabupaten/kota atau Model DB-2.KPU yang ditandatangani di
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523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.

Masohi oleh KPU atau Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Maluku Tengah
dan saksi mandat Partai Hanura tertanggal 13 Mei 2019.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mandat (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di ... di Maluku itu ada komisi independen pemilihan, ya? Pak
Hasyim, di Maluku itu ada komisi independen pemilihan?

TERMOHON: HASYIM AS’ARI

Setahu saya, istilah komisi independen pemilihan itu digunakan
khusus untuk di Aceh.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Oke, lanjut!
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Langsung masuk Petitumnya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Ini tolong terangkan ini, kan ada tabel diserahkan ke kami ini.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Oh vya, Yang Mulia. Itu untuk tabel yang kosong kita untuk
merenvoi (...)
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531.

532.

533.

534.

535.

536.

537.

538.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti diisi oleh Hakim?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Mau direnvoi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, mau direnvoi. Ini dihilangkan, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Ini kalau diisi Hakim, kan repot juga kerjaan Hakim ini jadi
panitia pengawas apa ini? Panitia pemungutan suara Hakim jadinya. Kita
hilangkan, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, gitu. Dulu ketika ada pelatihan-pelatihan di MK, ikut enggak
untuk ... apa ini ... jadi advokat pemilu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Ikut, Yang Mulia.
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539.

540.

541.

542.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini MK ini harus hati-hati juga ini. Harus ... harus berkali-kali
diadakan pelatihan.
Silakan, ke Petitum!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Siap, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana
tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 vyang
diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

3. Menyatakan telah terjadi penggelembungan suara dengan adanya
pemilih ganda pada Desa Mamala, Desa Morela, Desa Asilulu, Desa
Larike, dan Desa Wakasihu.

4. Memerintahkan Pemohon c.q. KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk

melakukan pemungutan suara ulang terhadap daerah pemilih ...
Daerah Pemilihan Maluku Tengah ... maaf, Yang Mulia, direnvoi, 4,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

4.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Desa meliputi Desa Mamala, Desa Morela, Desa Asilulu, Desa
Larike, dan Desa Wakasihu. Pada TPS 1 sampai dengan TPS 11 Desa
Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. TPS 1 sampai
dengan TPS 13 Desa Morela, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten
Maluku Tengah. TPS 19 sampai dengan TPS 13 Desa Asilulu, Kecamatan
Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. TPS 9 sampai dengan TPS 13 Desa
Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. TPS 7
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543.

544.

545.

546.

547.

548.

549.

sampai dengan TPS 12 Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat, Maluku
Tengah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Mas Ridwan. Ada lagi yang mau ditambahkan, Mas?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti kalau ... apa namanya ... Petitum Anda Nomor 2 ini, Pak
Hasyim harus mengulang pemilu seluruh Indonesia nanti ini. Oke.
Terima kasih. Ini Hanura selesai. Ini agak bagus ini kita bekerja pagi ini.
Cepat.

Kita lanjut dengan Partai Berkarya, ya? Berkarya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang tadi digeser, ya? Sebentar. Partai Berkarya, yang Kuasa
Hukumnya siapa namanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Anandya Dipo Pratama, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor berapa di sini?

72



550.

551.

552.

553.

554.

555.

556.

557.

558.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Nomor 6.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 6, Anandya Dipo Pratama. Sebentar, sabar. Kita cek di
belakang. Anandya Dipo Pratama. Oke. Walaupun di sini ditulis 11. Tapi,

yang tanda tangan di ... di Permohonan ini cuma 4, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ada 13 yang ditulis, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

13. Saya cek di belakang kalau begitu. Oh, ya, 13. Tapi, yang
tanda tangan ini cuma 4 |ho, Mas.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya, Yang Mulia (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Mas ... panggilannya Mas Dipo?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Mas Dipo, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, Mas Dipo.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Uda Dipo, Yang Mulia.

73



559.

560.

561.

562.

563.

564.

565.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Uda Dipo? Saya ini kalau panggil Uda, nanti dibilang saya su ...
apa hamanya ... apa ... susah juga saya ini ... susah cari orang Padang
nama Dipo itu. Ada Dipo Alam juga, ya?

Kartu advokatnya sudah diserahkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Belum, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya bisa lihat identitasnya, enggak? Soalnya kalau dari ... dari
tampang itu bukan tampang orang ... orang Minang ini, orang Padang.
Kayaknya tampangnya sudah tampang nasional ini. Kalau orang Padang
itu kayak ... kayak saya ini, agak kampung-kampungan sedikit ini.

Silakan, Pak Petugas, diambil ... enggak usah, nanti ada yang
ambil.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Untuk kartu advokat yang ... saya kan ada kartu sementara selagi
pembuatan kartu, Yang Mulia (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Itu tinggal di mobil. Saya pakai SIM dulu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, boleh. Kalau awak sama awak ini, kan ndak terlalu ... apalah
... hdak terlalu rumit-rumitlah.

Oke. Ini tanggal lahirnya 21, bulan tiga, 1990. Kita sudah kuliah,

ini baru lahir dia, Pak Hasyim. Cepat sekali ini generasi berganti ini.
Jadi, ini ada berapa dapil yang dipersoalkan, Mas Dipo?
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566.

567.

568.

569.

570.

571.

572.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Di sini adalah Dapil III Kota Ambon, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dapil III Kota Ambon, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Mungkin di ... kami ... saya di sini lanjut ke inti pokok Permohonan
saja.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, ke pokok Permohonan saja. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Di sini inti pokok Permohonannya adalah bahwa berdasarkan
Formulir DA-1 DPRD kabupaten/kota yang dimiliki Pemohon terdapat
penambahan perolehan suara pada Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) sebanyak 646[Sic!] suara. Sehingga, perolehan
suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditetapkan oleh
Termohon berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD kabupaten/kota
adalah sebanyak 3.161 suara. Yang seharusnya, berdasarkan pada
Formulir DAA-1 DPRD kabupaten/kota yang dimiliki oleh Pemohon,
perolehan Partai PDI-P adalah sebanyak 2.515 suara. Persandingan ini
adalah persandingan antara DA-1 dan DAA-1, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu semuanya suara ... apa ya ... Berkarya, ya, yang diambil oleh
PDI-P?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ini penggelembungan suara yang ada di Partai PDI-P.
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573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oh, penggelembungan suara. Oke. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Kejadian ini terjadi dalam 3 desa dan kelurahan dengan
penambahan sebanyak 646 suara. Dikarenakan terjadi selisih jumlah
suara, vyaitu di Desa Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe,
terbanyak penambahan suara sebanyak 266 suara.

Dua. Desa Kelurahan Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe
sebanyak 243 suara penambahan (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Desa Kelurahan Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe sebanyak 137
suara.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, terus!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Lanjut ke halaman 5, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nusaniwe
menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Diuraikan dalam beberapa
temuan yang merupakan pelanggar administrasi sebagaimana telah
dituangkan dalam formulir temuan.
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581.

582.

583.

584.

585.

586.

587.

588.

Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Nusaniwe melakukan
Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nusaniwe.

Kemudian, menindaklanjuti beberapa temuan tersebut dengan
menyurati Ketua PPK Nusaniwe, sebagaimana tertuang dalam Surat
Panwaslu Kecamatan Nusaniwe Surat Nomor 16/Panwascam-Nusaniwe
... mohon maaf, Yang Mulia ... Yang Mulia, direnvoi.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Nusaniwe/IV/2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif
tanggal 24 April 2019.
Kedua. Surat Nomor 12/Panwascam (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Suratnya enggak usah dibacakan. Nanti surat benarnya kita minta
ke Bawaslu yang menerangkan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus, poin 4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Nomor 4 adalah tetap surat juga, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Masih surat ini, ya?
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589.

590.

591.

592.

593.

594.

595.

596.

597.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Masih surat.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini bersandarkan ke rekomendasi panwas semua ini? Terus!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya. Itu dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Halaman 6 mungkin dianggap dibacakan. Cuma, kami minta
renvoi juga, Yang Mulia, untuk DB ... ada ... apa ... keberatan khusus dari
saksi parpol, itu ada (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di mana itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ada kejadian itu (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Di mana renvoinya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Di halaman 6.
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598.

599.

600.

601.

602.

603.

604.

605.

606.

607.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Halaman 6 yang poin berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Mohon maaf, Yang Mulia. Ini kurang di-print sama (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oh, itu baru, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Kalau baru, enggak boleh lagi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Enggak. Ada, yang kejadian saja. Bahasa kejadian-nya direnvoi,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di mana itu kejadian-nya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ada typo.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Saya ... saya lihat di sini. Saya bisa melihat.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Soalnya saya di sini print-annya dari admin enggak ... enggak di-
print, Yang Mulia, mohon maaf. Saya masih ingat ada kejadian typo,
bahasa kejadian.
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608.

609.

610.

611.

612.

613.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Nanti biar dicatat oleh ... apa ... Kepaniteraan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Oke, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebab kalau dikasih yang baru, saya takut nanti ini disusupkan
juga ini ... apa ... keterangan-keterangan baru. Kan tidak boleh ada
penambahan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Setelah perbaikan. Terus, Petitum, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya. Lanjut, Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan
Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Pemilihan
Anggota DPR sepanjang Daerah Pemilihan Kota Ambon untuk
pemilihan kota DPRD provinsi sepanjang Daerah Pemilihan Kota
Ambon sesuai dengan dalil dalam Posita Permohonan dan untuk
Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah
Pemilihan Kota Ambon.
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614.

615.

616.

617.

618.

619.

620.

621.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk
pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota daerah pemilihan sebagai berikut.

a. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk
pengisian anggota ... keanggotaan DPR kabupaten/kota.
Poin i. Bukti DAA-1 PDI-P perolehan suara=2.515 ... 2.000 ... ya,
lanjut, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini apa maksudnya ini 2 kotak perolehan suaranya ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Total perolehan suara, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Jadi, kotak 1 kotak 2 ini sama, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Sama, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Kalau sama, mau diapakan ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Mungkin dicoret 1, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kita ini kalau tidak diperintahkan lawyer, tidak mau kita bekerja
ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Siap, Yang Mulia.
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622.

623.

624.

625.

626.

627.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya, yang di ... antara lain dalam rincian Desa Kelurahan Kudamati.

Satu. Kudamati, perolehan suara=1.457.

Ya, poin 2. Desa Kelurahan Urimessing, Negeri Urimessing,
perolehan suara=536.

Poin tiganya. Desa Kelurahan Latuhalat, Latuhalat, perolehan
suara=221.

Petitum empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
untuk membuka kotak suara di Daerah Pemilihan Kota Ambon Dapil III
Provinsi Maluku.

Poin lima. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
melakukan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Kota Ambon III
Provinsi Maluku.

Enam. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
melaksanakan putusan ini.

Atau (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Yang empat itu untuk membuka kotak suara, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya, ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sekadar membuka saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Membuka dan langsung dalam Petitum 5, penghitungan perolehan
suara.
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628.

629.

630.

631.

632.

633.

634.

635.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, begitu. Jadi, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk
membuka kotak suara di Daerah Pemilihan Kota Ambon Dapil III Provinsi
Maluku. Lalu, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
melakukan pemungutan suara ulang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti Pak Hasyimlah yang ... apa ... yang mengerjakan apa ini
... ada yang lain, tambahan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Sudah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Cukup, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Uda Dipo cukup.

Sudah selesai tugas saya, Pak Ketua. Saya kembalikan dan kita
hari ini ada 1 yang menarik Permohonan itu menjadi wilayah
kewenangannya Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Prof ... Yang Mulia Prof. Saldi.

6 perkara kita sudah selesaikan. Yang tadinya 7, tetapi kemudian
1 mencabut, ya, yang partai ber ... Partai Garuda itu dicabut, ya? Karena
tidak yakin dengan buktinya, jadi lebih baik dicabut saja katanya, ya.

Baik. Selanjutnya, kita pengesahan alat bukti dulu.
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636.

637.

638.

639.

640.

641.

642.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya, mohon maaf sebelumnya. Sebelum ke tahap pengesahan alat
bukti, kami ingin mengonfirmasi beberapa hal.

KETUA: ASWANTO
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Sebelum persidangan ini, sebelumnya ada beberapa waktu yang
lalu, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi mengonfirmasi beberapa hal
terkait dengan alat bukti yang Pemohon ajukan pada saat itu. Karena
mungkin tidak ... ada yang tercecer pada saat Kepaniteraan melakukan
verifikasi, sehingga kita diminta untuk menghadirkan alat bukti yang
sama untuk memastikan bahwa apakah alat bukti yang ada pada
Kepaniteraan itu cocok yang kita punya atau tidak? Sehingga pada
kesempatan ini, kami ingin menyerahkan alat bukti yang sudah ada.
Penegasan saja dari Alat Bukti P-153 sampai dengan P-155.

Dan yang kedua, sesuai dengan saran dari Kepaniteraan juga
kemarin. Bahwa penyusunan daftar bukti Pemohon itu ada yang
terlewati, ini teknis saja sebenarnya penomoran, sehingga kita
menyusun yang baru untuk mempermudah Mahkamah untuk memeriksa
dan menyistematisir setiap alat bukti yang kita ajukan.

Mungkin teknis dan tambahan saja, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, Petugas, diambil!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Izin, Yang Mulia, dari Partai Persatuan Pembangunan.
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643.

644.

645.

646.

647.

KETUA: ASWANTO
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Bahwasanya kami ingin merenvoi daftar alat bukti, Yang Mulia.
Terkait daftarnya saja.

KETUA: ASWANTO
Oke, nanti ... nanti langsung ke Bagian Kepaniteraan saja, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Oh, baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Baik. Sambil diverifikasi, alat bukti yang baru dimasukkan dari
partai ... partai apa tadi, Pak? Partai Golkar, ya?

Baik. Yang pertama, PKB. PKB memasukkan Bukti P-1 sampai
dengan P-7, dan P-1 DPRD provin ... prov ... Maluku VI sampai dengan
P-7 DPRD Provinsi Maluku VI. Betul, ya, untuk PKB ini?

Ada catatan ... ada catatan ini soal Berita Acara Rapat Pleno KPU
Kota Ambon Nomor 42 dan seterusnya, ini ada perbedaan di nomor
keputusan, ya. Walaupun isinya sama, tapi perbedaan nomor. Nanti
disinkronkan kembali, Pak, ya? Ya, untuk PKB kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Partai Persatuan Pembangunan, alat bukti yang
dimasukkan P-1 sampai dengan P-11, ya? P-1 sampai dengan P-11. Ada
catatan, P-1 keputusan KPU itu belum ada bukti fisik. Kemudian, P-2
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 dan seterusnya, itu juga
tidak ada bukti fisik. Kemudian, P-3 Penyampaian Rekomendasi Bawaslu
Nomor 11 dan seterusnya, ini ternyata di penandaan bukti fisik itu bukan
P-3, tetapi P-1. Jadi, ada ketidaksinkronan antara daftar alat bukti
dengan bukti-bukti fisik.
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648.

649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, Yang Mulia. Makanya kami buat yang baru karena di situ pun
ada point-pointer-nya yang salah ... salah ketik, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO
Ya, nanti kalau begitu di ... disinkronkan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Disinkronkan kembali. Tetapi secara ini ... P-11 sampai P-11 ... P-
1 sampai P-11 kita bisa sahkan, kecuali ... ada kecualinya, yang belum
ada bukti fisiknya. Nanti kita akan sahkan kemudian, ya, setelah

dimasukkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: ASWANTO

Jadi, kita sahkan P-1 sampai P-11, kecuali P-1 dan P-2. Karena
bukti fisik belum ada.

KETUK PALU 1X

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Kemudian, untuk Partai Berkarya, Anda memasukkan Bukti P-7.1
sampai dengan P-7.11. Betul, ya?
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656.

657.

658.

659.

660.

661.

662.

663.

664.

665.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Mungkin ada tambahan, Yang Mulia, P-7.12.
KETUA: ASWANTO
Sudah dimasukkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Sudah, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Ini belum sampai ke ... apa namanya ... belum sampai ke kita.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Mungkin saya akan membantu mengecekkan kembali, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO
Nanti dicek kembali, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Oke, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Yang ada dulu saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Saya ulangi, Anda memasukkan P-7.1 sampai dengan P-7.11,

tetapi ada catatan. Daftar bukti sam ... ya, malah daftar buktinya ...
bukti fisiknya belum ... belum ada semua, ya?
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666.

667.

668.

669.

670.

671.

672.

673.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Oh, sudah ... sudah diberikan semua, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Ya, ini di catatan kami, P-11 itu belum ada bukti fisik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Sudah, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Oh, oke. Ini ada. Bukti yang Anda maksud P-11, ternyata di bukti
fisiknya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya.
KETUA: ASWANTO
Itu Anda beri label P-10. Nanti dibetulkan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya, saya betulkan.
KETUA: ASWANTO

Ya, nanti sesudah ini berhubungan dengan Bagian Kepaniteraan
untuk membetulkan. Sehingga prinsipnya P-1 sampai dengan P-11 kita

bisa sahkan. Yang P-12 karena belum sampai ke kami, kita belum bisa
verifikasi dan belum disahkan.

KETUK PALU 1X
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674.

675.

676.

677.

678.

679.

680.

681.

682.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Oke, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Kemudian, untuk Partai Nasdem ... ini sudah, ya. Anda
menyerahkan Bukti P-1 Nasdem sampai dengan P-3 Nasdem, dan P-1

Nasdem Maluku I sampai dengan P-19 Nasdem Maluku I?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Ya, betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Oke, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Partai Golkar. Anda memasukkan Bukti P-1
sampai dengan P-1527?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

P-154, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Yang sampai ke kami baru P-15 ... baru sampai P-152 (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya (...)
KETUA: ASWANTO
Nanti di ... diini kembali.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Ya, tadi ada daftar bukti yang sudah disempurnakan, ya.
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683.

684.

685.

686.

687.

688.

689.

KETUA: ASWANTO
Nanti diverifikasi dulu, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: ASWANTO

Ya. Yang kita sahkan P-1 sampai P-125, tetapi ... eh, P-152, tetapi
ada beberapa catatan. Nanti bisa berhubungan dengan Bagian

Kepaniteraan. Kita sahkan P-1 sampai P-152 yang tidak ada catatannya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Baik, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Partai Hati Nurani Rakyat. Anda memasukkan
Bukti P-1 sampai dengan P-55. Ada catatan, TPS 13 Desa Wakasihu tidak
ditemukan di bukti fisik. Betul, ya? Nanti di ... dilengkapi, ya!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Ya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi, kita sahkan P-1 sampai P-55. Oke. Kemudian, nanti
dibetulkan, diperbaiki karena ada beberapa yang berbeda antara catatan
di daftar bukti dengan bukti fisik. Misalnya, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50,
P-1, itu tidak sesuai dengan bukti fisik, tidak sesuai dengan daftar alat
bukti. Nanti disinkronkan kembali, ya?
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690.

691.

692.

693.

694.

695.

696.

697.

698.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Sehingga yang kita sahkan adalah P-1 sampai dengan P-55,
kecuali yang masih ada catatan, yang masih perlu disinkronkan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Siap, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Sama 1 lagi, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Apa itu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Izin, kita mau menambahkan bukti tambahan, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Boleh, nanti diserahkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Siap, Yang Mulia.
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699.

700.

701,

702,

703.

704.

705.

KETUA: ASWANTO
Silakan, Petugas, diambil!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Baru kita legalisir, lagi diperbanyak di bawah, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Oh, jangan dulu kalau begitu. Nanti saja sesudah dilegalisir,
sesudah diperbanyak, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN
RISTOMOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk ... untuk pemeriksaan 6
perkara pada pagi ini sudah selesai. Ada beberapa catatan saya kira,
termasuk tugasnya Pak Hasyim, dan Pak Afifuddin ini, termasuk juga
tugasnya Mahkamah. Kelihatannya apa yang disarankan Prof. Saldi tadi
memang harus kita lakukan lebih banyak lagi. Kita perlu lebih banyak
sosialisasi, apalagi menjelang pilkada serentak, ya.

Ada tadi yang bingung, “Apa itu PPS?” Saya kira, Pak Hasyim
harus menjelaskan nanti itu. Jadi, mulai dari KPU, KPU RI, ya, KPU, KPU
provinsi, KPU kabupaten/kota, kemudian PPK, PPS, dan KPPS, ini perlu
kita sosialisasikan. Saya kira teman-teman lawyer juga perlu bekerja
sama dengan KPU, Bawaslu, dan MK untuk kita melanjutkan sosialisasi,
sehingga tidak muncul lagi hal-hal yang seperti itu di persidangan.

Baik. Untuk ... oke. Ini untuk Partai Golkar, bukti tambahan yang
masuk tadi kita sudah verifikasi. P-153 sampai dengan P-155 lengkap,
hanya masih kurang 1 rangkap kopinya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Nanti ditambahkan, ya?
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706.

707.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Baik. Kami sempurnakan, baik.
KETUA: ASWANTO

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, informasi mengenai penundaan sidang. Untuk
perkara ini, sidang kita akan lanjutkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli
Tahun 2019, pukul 13.30 WIB, agenda mendengarkan jawaban
Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan
pengesahan bukti Termohon, bukti Bawaslu, dan bukti Pihak Terkait.
Jelas, ya? Tanggal 16 Juli ... hari Selasa, 16 Juli, pukul 13.30 WIB.

Pemberitahuan ini sekaligus berlaku sebagai panggilan sidang
secara resmi, sehingga Mahkamah tidak lagi melakukan panggilan
tertulis. Jadi, enggak ada lagi alasan nanti, “Kami belum menerima
undangannya.”

Kemudian, bagi Pihak Termohon, atau untuk Pihak Termohon,
Pihak Terkait, dan Bawaslu, perbaikan jawaban, perbaikan keterangan
diajukan paling lambat hari Jumat, tanggal 12 Juli Tahun 2019, pukul
12.00 WIB. Jelas, ya? Masih ada yang mau disampaikan? Cukup? Baik,
terima kasih.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.33 WIB

Jakarta, 11 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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